KEPUTUSAN DIREKETUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2386 TAHUN 2017
TENTANG
[ZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI]
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWATL SYAKHSHIYYAH) PADA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGG]I AGAMA ISLAM NEGER] PAMEEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN I[SLAM,

Menimbang &, bahwa dalam rangka membenkan otonomi  kepada
perguruan tingi keagamaan Islam untuk

mengembangkan satu  atau  kelompek bidang ilmu
tertentty sesuai  kebutuhan, maka perguruan  tinggl
didorong untuk menyelengparakan program studi yang
bermutu dan relevan;

b. bahwa dalam ranglka pembinasn dan pengawagen atas
penyelenggarnan pendidikan dan pengembangan bidang
keilmuan vang dibutuhkan pada pergurnan  tingoi
kcagamaan [slam, Direktoral Jenderal Pendidikan Islam
melakukan pengkajian  terhadap usulan pembukaan
program studi;

¢. bahwa berdasarkan perimbangan scbhagaimana
dimaksud dalam humaf a dan huraf b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang
lsin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keloarga
Isiam (Ahwal Syakhshivah)pada Program Magisier
Selkolal: Tinggl Agama [slam Negeri Pamekasan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 fentang Sistemn
Pendidilkan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

Undang-Undang WMomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggl (Lermbaran Negara Republikc Indonesia
Tahun 2012 Momor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5335);

Peraturan Pemerintah WNomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelengegaraan Pendidikan Tingg: dan  Pengelolaan
Perguruan Tingel (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabhun 20714 Nomor 16, Tambahan Lembzran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500,

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Pendidilkan Nasional Nomor 28 Tahun
2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggl
sehagaimana ftelah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomer & Tahun 2010 tenrang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidiikan Nasional
Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Aloreditasi Nasional
Perguruan Tinges;
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6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Gelar Akademik Perguruan Tingg: Keagamaan:

7. Peramiran Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Orgarisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

8., Keputusan Mentsri Agama Nomor 394 Tahun 2003
tentang Pedoman Pendinan Perguruan Tinggl Agama;

9, Keputusan Menteri Agama,. Nomor 156 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Magisterdan
PascaMagisterpada Perguruan Tinggl Agama lslam;

10.Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyvusunan KRurnkulum Pendidikan
Tinggt Agama lslam;

11.Keputusan Menteri Agama MNomor 387 Tabun 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studh
pada Perguruan Tinggl Agama Islam;

MEMUTUSEKAN:

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN I1SLAM

TENTANG 1ZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) PADA
PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI PAMEKASAN.

: Memberikan izin penyelenggaraan program studi Hukum

Keluarga Islam (Ahwal Syalhshiyyah)pada Program Magmster
Sekaolah Tinggi Apama Islam Negeri Pamckasan.

: Izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesum
dengan  kompetensi kerja dalam  Kerangka Kualilikasi
Nasionzl Indenesia yang diatur dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor & Tahun 2012 lentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia

: Alumnus program  studi  sebagaimana  dimaksud dalam

Diknm KESATU mengpunakan gelar akademik sesual dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Gelar Akademik PerguruanTinggl Keagamaan.

Program stixdi  scbagaimana dimaksud dalam  Diklum
KESATU dinvatakan memenuhi persyaralan akreditasi
minimal, dan perguruan ungel penyelenggara program studi
wajib  mengaiukan akreditasi ulang sesual  peraturan
perundangan.

. Izin Penyelenggarazn program studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah izin untuk pelaksanaan
perkulialian  reguler dan  tdak  untuk  pelaksanaan
perkuliahan extention, dalam waktu 4 (empat] tahun tidak
membuksa program konversi, memperpendek masa studi
Program Doktor, perkulighan di luar kampus (kelas jauh),
menerima rombdngan yang berpotensi penyelenggaraan kelas
di luar kampus:



KEENAM

EETUJUH

: lzin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan pengelola
program studi berkormbmen unhik mengisr data pada
Pangkalan Dala PendidikanTinggi (PDPT).

: Keputusan 1 mulail berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 8 Mei 2017
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